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SALINAN PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Dgl

) R o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, NIK : 7203064608660002, umur 54 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat
tinggal di KAB. DONGGALA, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat:

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di KAB. DONGGALA, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2

Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala

di bawah Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Dgl, pada tanggal 3 Januari 2023

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1992, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dampelas Kabupaten
Donggala, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor: B- 124/Kua.22.02.06/PW.01/12/2022, tertanggal 07 Desember
2022;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah bersama, dan sudah di karuniai 3 anak
yang bernama :

a. Yusran bin Rahmat Pakaya, usia 25 tahun ;
b. Randi bin Rahmat Pakaya, usia 19 tahun ;
c. Feri bin Rahmat Pakaya, usia 17 tahun;

3. Bahwa sejak 1993 keadaan rumah tangga Penggugatdan Tergugat mulai
tidak harmonis disebabkan karena :

a. Tergugat sering melakukan kekerasan rumah tangga dan pernah
mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (parang) ;
b. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain ;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 16 September 2022, Penggugat
pergi meninggalkan rumah kediaman dikarenakan telah di usir oleh
Tergugat sehingga Penggugatdan Tergugat telah pisah rumah selama
kurang lebih 3 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak
terlaksana sebagaimana mestinya ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugatmohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakimuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

Primer
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahmat Pakaya bin
Kuka)terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

tersebut;
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3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti suratberupa:

A. Surat:

e Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 7203064608660002, tertanggal
14 November 2022, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh
Ketua Majelis diberi tanda bukti ( P.1);

e Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-
124/Kua.22.02.06/PW.01/12/2022, tertanggal 07 Desember 2022. Yang
diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas,

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, telah diperiksa oleh
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Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah
dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);

B. SAKSI-SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XxXxxx,
bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx, Kecamatan Dampelas, Kabupaten
Donggala, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah
tante Saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama
hingga pisah tempattinggal;

- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1993 sudah tidak rukun
lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan
pria lain serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
dan mengancam dengan benda tajam (parang);

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada bulan
September 2022, Penggugat pergi menginggalkan rumah kediaman
Bersama;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak saling menemui (putus komunikasi);

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan

Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu
Selatan, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah
tante saksi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, kemudian pindah rumah Bersama hingga pisah tempat
tinggal;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1993 sudah tidak rukun lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena
Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan
sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga bahkan mengancam
dengan parang;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan September
tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman Bersama karena
diusir;

- Bahwa selama hidup pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah
kembali lagi kepada Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat
agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta
mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut
tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal
154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31
ayat (2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka
pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang
tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas
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bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah
mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan
suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini
adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah
tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah  mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan
dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa
Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan
Agama Donggala, maka Penggugat mempunyai legal standing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2 (Fotokopi Duplikat Kutipan
Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi
pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Agustus 1992 dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti
tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri yang sabh;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat

mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya
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masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana

dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di
lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga
Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk
perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi,
oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah
memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi karena sejak 1993 karena Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar penyebabnya Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh
dengan laki-laki lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga bahkan mengancam dengan benda tajam, akhirnya Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat sejak September tahun 2022. Dalil gugatan tersebut
diperkuatdengan keterangan para saksi, sehingga dalil gugatan tersebut harus
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat
bukti yang diajukan Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak tahun 1993 mulai tidak harmonis karena Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering
menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan sering melakukan
kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sering mengancam dengan benda

tajam;
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- Bahwa sejak September tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah
hingga sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya
sebagai suami istri;

- Bahwa sudah diupayakan kembali rukun akan tetapi tidak berhasil karena

kedua belah pihak sudah ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar
pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat,
dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dapat dibenarkan atau dikabulkan
sepanjang telah memenuhi salah satu dari ketentuan Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara
Penggugatdengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak
tahun 1993 dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak September tahun
2022 hingga sekarang. Sejak mereka pisah tempat tinggal tidak saling
menemui dan hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Dengan kondisi
rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan
saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan
demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari
ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77
ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang dipicu karena Tergugat sering menuduh Penggugat
selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan
dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sering mengancam dengan benda
tajam. Dalam peraturan perundang-undangan seorang suami mempunyai
kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai diamanahkan dalam
Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi
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Hukum Islam. Namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memberikan
perlindungan terhadap istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan
secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukan adanya perselisihan
dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak
dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya
pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan
perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat
tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari’at Islam dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan
rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh
karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua
belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga
mempertahankan rumah tangga yang retak (broken marriage) adalah tidak ada
manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian
yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak
keluarga atau orang-orang dekat akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana
dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu juga
selama hidup berpisah mereka tidak saling menemui. Maka berdasarkan fakta
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di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus
(kontinyu) sejak tahun 1993 hingga sekarang. Puncak keretakan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ditandai dengan kepergian Penggugat sejak
September tahun 2022 meninggalkan rumah hingga sekarang tidak kembali.
Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak
mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa
perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak
mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya
penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian

yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum
Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus Il ll, halaman 248 sebagai berikut;

Artinya : Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang
diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami
membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil
mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba’in;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak
telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah
terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada
harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang

bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekcokan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali
sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah
penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari
pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam
kitab Duruusu Lisysyaekh Su’udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil

sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
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el Clr e s ww il
Artinya:"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ”.

Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan
perceraian ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut
diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar’i tersebut dibawah ini ;
1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :
Z o 7 bl Gm oo o Brieab( %4 (Rgis S
LS Lty & S18% airs Gpo SIS 20 B3y OV

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan
kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.;

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai
pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fighi al-Sunnah juz Il

halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;
Lodliol (g 5, 2l ans i\.bﬁ.wi Yk G)J'J\ ol dxgll caesl 13

o 131 2l 2l ol Ll demy 36 Lol e s OF Wisk

b oY1 o ey )l

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan
terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,
melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-
lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada
hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan
perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh
talak satu ba’in”.

3. Pendapatbahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan dalil fighiyah yang
diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagaimana yang tercantum

dalam kitab Asnal Mathalib Juz Il, halaman 326 sebagai berikut:
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Artinya: Apabila Tergugat menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri
persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah dia
dengan hukum membangkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah
pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah
memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan
hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap
Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi
Prayitno, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid
Sanewing,M.H. dan Zuhairah Zunnurain,S.H.I,M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh Munifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
ttd ttd
Drs. H. Abd. Hamid Sanewing,M.H. Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota Il

ttd
Zuhairah Zunnurain,S.H.I,M.H. Panitera Pengganti,
ttd
Munifa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Rp 60.000,00
2. ATK Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp1.100.000,00
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4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Donggala
Panitera

Usman Abu, S.Ag
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